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5 Qs

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
‘tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);



10.

11.

12.

13.

14.

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan  Daerah Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-
2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2006 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Q09
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor 02);
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor 11);



25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Perbup Nomor 20 Tahun
20109.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau

disebut dengan rencana Pemerintah tahunan Daerah;



9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas
bersama dengan DPRD;

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RKPD TAHUN 2020
Pasal 2
RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun yakni tahun 2020.

Pasal 3
RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari dua jenis
status kegiatan yaitu kegiatan utama dan kegiatan cadangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai acuan dalam
pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dengan DPRD dalam
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020.

Pasal 5
Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun dan menetapkan RKPD

Tahun 2020.



Pasal 6

(1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020 untuk memastikan Renja Perangkat Daerah Tahun
2020 telah sesuai dengan RKPD Tahun 2020, Renstra Perangkat Daerah
serta tugas fungsi Perangkat Daerah;

(2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun
2020 yang telah sesuai dengan RKPD Tahun 2020 kepada Bupati untuk
memperoleh pengesahan.

Pasal 7
Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala
Perangkat Daerah melakukan pemantauan;

b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan tahun sebelumnya;

d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ menjadi bahan bagi

penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli

Utara.
Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal {|-0F-2012
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-
NIKSON NABABAN
Diundangkan di Tarutung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

6 N

JAMES SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR :20



